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ABSTRAK

Tindak Pidana penganiayaan merupakan bentuk kejahatan yang
menimbulkan kerugian fisik maupun psikis bagi korban. Meskipun diatur
dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP, implementasi perlindungan hukum
terhadap korban belum optimal. Hal ini terlihat pada kasus penganiayaan
dengan  luka  fisik  sebagaimana  dalam  Putusan =~ Nomor
292/Pid.B/2024/PN.Smg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
bentuk perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berdasarkan Pasal
351 ayat (1) KUHP serta menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim
dalam putusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis
normatif dengan data sekunder dan spesifikasi deskriptif. Sumber data
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis
melalui studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban mencakup
tahap sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, sesuai KUHP dan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Namun dalam praktik perlindungan korban masih terbatas karena
keterbatasan pemahaman korban, minimnya akses pendampingan, dan
belum maksimalnya peran aparat penegak hukum. Pertimbangan hakim
dalam putusan ini menekankan pemidanaan pelaku, sementara pemulihan
korban belum tercakup secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan
hukum masih memerlukan pendekatan victim-oriented untuk mencapai
keadilan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penganiayaan Fisik, Korban
Tindak Pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Analisis Putusan
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ABSTRACT

Criminal assault is a type of crime that causes physical and psychological
harm to victims. Although regulated under Articles 351 to 358 of the Indonesian
Criminal Code (KUHP), the implementation of legal protection for victims remains
suboptimal. This issues is evident in cases of bodily injury, such as ini Cour
Decision Number 292/Pid.B/2024/PN.Smg. This study aims to describe the legal
protection for victims of assault based on Article 351 paragraph (1) of the KUHP
and to analyze the judicial considerations of the panel of judges in the decision. The
research employs a normative judicial approach using secondary data with a
descriptive specification. The data sources include primary, secondary, and tertiary
legal materials, analyzed through a library study using qualitative analysis methods.
The results indicate that legal protection for victims cover stages before, during,
and after the judicial process, in accordance with the KUHP and Law Number 31
of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. However, ini pratice, victim
protection is limited due to the victims lack underperformance of law enforcement
officers. The judges consideration in the decision emphasize the punishment of the
perpetrator, while the victims recovery is not fully addressed. Therefore, the
application of the law requires a more victim oriented approach to achieve

comprehensive justice.

Keyword : Legal Proctetion, Physical Assault, Crime Victims, Article 351 (1)
KUHP, Case Analysis.
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